
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR i 2,  TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

BUPATI KERINCI, 

Menim bang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2023 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Linglcungan 
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 108); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lebaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan. 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ' tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400), sebagaimana telah 
diubah terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Tranfer ke Daearah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara 
Pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5065); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5065); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri •Nonior 90 Tahun 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Daerah Tahun Anggaran 2023; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9  

2019 tentang 
Perencanaan 

2020 tentang 

2022 tentang 
dan Belanja 

tahun 2019 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2022 Nomor 8); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2023 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 5); 

MEMUTUSICAN : 

Menetapkan.  : PERATURAN BUPATI TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

PENJABARAN 

ANGGARAN  

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun aggaran 2023 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

a.  Pendapatan Ash Daerah Rp 66.830.111.653,98 
b.  Pendapatan Transfer Rp 1.187.327.067.421,00 
c.  Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

sah Rp 1.587.000.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp 1.255.744.179.074,98 

2. Belanja 

a. Belanja Operasi 
1)  Belanja Pegawai Rp 420.392.745.858,00 
2)  Belanja Barang dan Jasa Rp 244.633.216.625,77 
3)  Belanja Subsidi Rp 0,00 
4)  Belanja Hibah Rp 30.145.787.336,00 
5)  Belanja Bantuan Sosial Rp 7.838.000,00 

Jumlah Belanja Operasi Rp 695.179.587.819,77 



k. Belanja Modal , 

1) Belanja Modal Tanah Rp 
2) Belanja Modal Peralatan. Rp 

dan Mesin 
3) Belanja Modal Gedung Rp 

dan Bangunan 
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan,Rp 

dan Irigasi 
5) Belanja Modal Aset TetapRp 

Lainnya 
6) Belanja Modal Aset Lainnya Rp 

Jumlah Belanja Modal Rp 

c. Belanja Tak Terduga 

1) Belanja Tak Terduga 

Jumlah Belanja Tak Terduga 

d. Belanja Transfer 

1) Belanja Bagi Hasil 
2) Belanja Bantuan Keuangan 
Jumlah Transfer 

Surplus/ (defisit) 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
SILPA tahun berkenan 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp  

Rp 

Rp 

2.772.501.404,00 
49.829.478.947,00 

106.944.180.947,00 

99.485.765.095,00 

2.314.772.853,00 

158.878.000,00 

261.505.577.246,00 

69.369.000,00 

69.369.000,00 

1.422.580.664,00 
301.288.784.700,00  
302.711.365.364,00 

(3.721.720.354,79) 

75.505.063.835,61 
3.500.000.000,00 

72.005.063.835,61 
68.283.343.480,82 

Pasal 2 

Ringkasan. Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati mi. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati mi. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidal( terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 



• 
Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci 

Ditetapkan di Siulak 
pada tanggal  as-  nA ti 2024 

Pj. BUPATI KERINCI, 

ASR11..  

Diundangkan di Siulak 
pada tanggal F 3u';. 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI, 

ZAINAL EFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI 
TAHUN _a_ NOMOR ..any 

k& 
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